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KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/KEP-7.1/1/2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Menimbang

Mengingat

—_

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa  dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan
pendaftaran tanah yang berbasis desa lengkap di seluruh
wilayah Republik Indonesia, telah disusun 3 (tiga)
Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional tentang  Petunjuk  Teknis
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P
Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019;

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P
Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri
Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 — 2019;

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan;

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
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Menetapkan
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16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1693);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP.

Menyatakan berlaku 3 (tiga) Petunjuk Teknis Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap, yang meliputi:

1.  Petunjuk Teknis Nomor 01 /JUKNIS-300/2016 tanggal 30
Desember 2016 tentang Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

2. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS-400/XII/2016
tanggal 30 Desember 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Bidang Yuridis;

3. Petunjuk Teknis Nomor 345/2.1-100/1/2017 tanggal 19
Januari 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

Memerintahkan kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mempedomani
petunjuk teknis tersebut dalam melaksanakan pendaftaran
tanah sistematis lengkap.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL
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